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UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan : 

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil; dan

c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Kewenangan OJK terkait Perlindungan Konsumen
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UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN

BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan 

pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: 

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa 

keuangan, layanan, dan produknya; 

b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan 

tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 

c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan. 

Kewenangan OJK terkait Perlindungan Konsumen
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UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen 

yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di 

Lembaga Jasa Keuangan; dan

c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di 

Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan.

Kewenangan OJK terkait Perlindungan Konsumen
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Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau 
memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan 
antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, 
pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Definisi Konsumen
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UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN
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Securities Crowdfunding
Sistem Pembayaran

Fintech di Sekitar Kita

9

Peer to Peer Lending

Inovasi Keuangan Digital
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Fintech Jasa Keuangan
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8 Klaster Aggregator

Klaster Credit Scoring

Klaster Financial Planner

Klaster Financing Agent

Klaster Project Financing

Klaster E-KYC

Klaster Verification Non-CDD

Klaster Tax & Accounting

Klaster InsurTech

Klaster Lainnya

Securities Crowd Funding *)

4
Fintech P2PL

148
Inovasi Keuangan Digital

89
*) ECF sedang dalam proses  perluasan izin usaha ke SCF

102

46 Terdaftar

Berizin



DISCLAIMER

• Data yang akan disampaikan berikut merupakan infografis dari
dailysocial.id (website berita bisnis, teknologi dan gaya hidup).

• OJK tidak mengarahkan untuk meminjam ke salah satu P2P lending.

• Beberapa contoh dan perbandingan ditujukan bahwa calon
konsumen harus memahami hak, kewajiban, biaya, dan risiko
sebelum memutuskan mengjukan pinjaman online (yang legal)
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E M A I L

T E L E P O N

konsumen@ojk.go.id

157

W H AT S A P P

081 157 157 157

M E D I A  S O S I A L

Kontak 157 (Instagram)

Hubungi Kontak OJK 157







Ciri-ciri Aplikasi Fintech P2PL Ilegal
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1. Penyelenggara fintech tidak berizin/terdaftar di OJK.
2. Aplikasi biasanya tidak tersedia pada Google PlayStore atau Apple AppStore. Tautan 

untuk mengunduh aplikasi dikirim melalui SMS atau dicantumkan pada situs pelaku.
3. Menjanjikan persyaratan pinjaman yang sangat mudah
4. Kontak dan lokasi penyelenggara fintech tidak jelas dan sering berganti nama.
5. Aplikasi sering berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam.
6. Aplikasi tidak bisa dibuka pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
7. Aplikasi membaca kontak dan galeri foto pada gawai peminjam.
8. Tidak diketahui identitas pengembang aplikasinya.
9. Tidak jelas lokasi server aplikasinya. 



Permasalahan terkait Fintech P2PL Ilegal
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1. Bunga, denda, dan biaya administrasi yang tidak jelas.
2. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak berkurang dengan 

alasan tidak tercatat pada sistem.
3. Penyebaran foto dan data pribadi peminjam.
4. Penyebaran informasi pinjaman ke daftar kontak pada gawai peminjam
5. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
6. Tata cara penagihan yang salah

a. tidak hanya kepada peminjam tapi juga ditagihkan kepada keluarga, rekan kerja, 
hingga atasan (di luar kontak darurat peminjam).

b. disertai fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual.
c. ditagihkan sebelum batas waktu.

7. Menjadi pintu masuk penipuan dengan modus salah transfer, mencegah tagihan 
ganda, diskon cicilan, dsb.
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Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 

tentang 
Perbankan 

Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 

tentang 
Pasar Modal

Undang-undang di Sektor Jasa Keuangan

Perbankan Pasar Modal Industri Keuangan Non-Bank

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 2014 

tentang 
Peransuransian

Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 1992 

tentang
Dana Pensiun

Dana Pensiun

Belum memiliki Undang-
undang

Pembiayaan

Belum memiliki Undang-
undang

Pergadaian

Rancangan Undang-undang 
Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan 
(RUU P2SK)

Fintech

Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2013 

tentang
Lembaga Keuangan Mikro



Layanan Kontak 157 terkait Fintech Ilegal

25

Sumber: Data Layanan Kontak 157 Januari 2020 – Maret 2021

Jumlah Layanan 5 Permasalahan Terbanyak
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2020
PT Kam And Kam (Memiles)
(±264.000 korban)

CV Tri Manunggal Jaya (±2.000
korban)

PT Indosterling Optima Investa
(±1.800 korban)

Kampoeng Kurma Group (±2.000
korban)

PT Hanson International Tbk. (±30
korban)

Koperasi Hanson Mitra Mandiri
(±755 korban)

CV Hoki Abadi Jaya Cianjur (±130
korban)
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2011
Virgin Gold Mining Corporation (±40
korban)
Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS)
(±3.000 korban)
PT Makira Nature (±1.500 korban)

PT TVI Express Indonesia (±1 juta korban)

PT Gold Bullion Indonesia (±12.000 korban)

PT Presseia Mazekadwisapa Abadi (Primaz)
(±25.000 korban)
PT Trimas Mulia (±4.000 korban)
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2012
PT Trasindo Jaya Komara
(Koperasi Langit Biru)
(±115.000 korban)

PT Gradasi Anak Negeri (GAN)
(±21.000 korban)

PT Andalas Mandiri (Investasi
Amanah) (±40 korban)

PT Lautan Emas Mulia (±2.858
korban)
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0
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4

2014
PT Dua Belas
Suku (DBS)
(±19.000
korban)

PT East Cape
Mining Corp
Indonesia
(ECMC)
(±100.000
korban)
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2015
PT Bintara
Eximindo
(±3.131
korban)

Gunarni
Gunawan
(Wondermind)
(±7.000
korban)

3
,8

1
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2016
Pandawa Group
(±549.000
korban)

PT Cakrabuana
Sukses
Indonesia
(±7.000 korban)

Sumber: Data SWI s.d. Desember 2020
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2018

PT Solusi Balad
Lumampah
(±12.850 korban)

ABU Tours
(±86.720 korban)
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2019
Guardian Capital
Group (GCG) Asia
Indonesia (±4.000
korban)

CV Mitra Sejahtera
Bersama (±5.000
korban)

PT Vega Data
Indonesia & PT
Barracuda Fintech
Indonesia (±102.345
korban)
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2017
Dream for Freedom
(±700.000 korban)

PT First Anugerah
Karya Wisata (First
Travel) (±58.600
korban)

2011; 
Rp68,62T 2012; 

Rp7,9215T 2014; Rp 
0,235T

2015; Rp 
0,289T

2016; 
Rp5,4T

2017; 
Rp4,4T

2018; 
Rp1,4T

2019; 
Rp 4T

2020; 
Rp5,9T

Total Kerugian Masyarakat 1 Dekade = ±Rp 114,9 T

Investasi Ilegal di Indonesia
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Ciri-ciri Investasi Ilegal
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1. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.
2. Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau “member get member”.
3. Memanfaatkan tokoh masyarakat / tokoh agama / tokoh publik untuk menarik 

minat masyarakat.
4. Menyatakan bebas risiko (risk free).
5. Legalitas izin dipertanyakan:

• tidak memiliki izin.
• memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha.
• memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang 

tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
6. Tak perlu usaha untuk mendapatkan imbalan (cukup klik dapat uang)



Permasalahan terkait Investasi Ilegal
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1. Pelaku membawa kabur dana investasi korban.
2. Keuntungan yang tidak diberikan atau tidak dapat diambil.
3. Korban terjebak hutang karena terpancing sifat rakus (greedy) dalam berinvestasi.
4. Korban menjadi buronan korban lain yang direkrutnya.
5. Kasus tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib karena korban malu

melaporkannya.



Layanan Kontak 157 terkait Investasi Ilegal
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Sumber: Data Layanan Kontak 157 Januari 2020 – Maret2021

Jumlah Layanan 3 Permasalahan Terbanyak
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13 (tiga belas) Kementerian / Lembaga Anggota SWI

1. Satgas Waspada Investasi merupakan forum koordinasi antar 13 Kementerian/Lembaga dan tidak melakukan proses 
penegakan hukum.

2. OJK bertindak sebagai Ketua dan Sekretariat Satgas Waspada Investasi yang tugasnya:
a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing instansi.
b. Memberikan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat serta mengkomunikasikan penanganan dengan 

instansi terkait.

Satgas Waspada Investasi
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Entitas yang Dihentikan Kegiatannya oleh SWI
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LEGAL LOGIS

• Gunakan produk yang 
diatur dan diawasi 
regulator terkait

• Pastikan entitas ybs 
mendapatkan izin yang 
sesuai dengan kegiatan 
investasinya

• Gunakan akal sehat, 
sandingkan hasil 
investasinya dengan 
instrumen lainnya

• Tidak mudah 
terpengaruh ajakan 
public figure

Tip: Menghindari Investasi Ilegal
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• Pastikan meminjam sesuai kebutuhan dan 
kemampuan membayar

• Pilih Fintech yang berizin atau terdaftar di 
OJK

• Jika melanggar ketentuan, laporkan ke 

Kontak OJK 157

Tip: Meminjam Secara Online
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Terima Kasih
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